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This article aims to analyze and examine the legal
protection for customers in pawn transactions by private
pawnshops that do not have a license in Indonesia which is
expected to provide insight for the wider community. This
research is a prescriptive normative legal research with a
statutory approach and a conceptual approach. The type
of data used is secondary data which includes primary
legal materials and secondary legal materials. While the
data collection technique in this research is by using the
method of browsing through the internet media which is
then followed by analysis techniques using grammatical,
historical, and systematic interpretation techniques. The
results of this study indicate that the legal protection
obtained by customers who use pawn transactions at
private pawn institutions that do not yet have a permit is
based on the agreement made by the pawning institution
with the customer itself. Although they do not get protection
from the Financial Services Authority as the supervisor
of the pawning institution, customers get legal protection
based on the laws in force in Indonesia. If the customer is
harmed due to a default or unlawful act committed by the
private pawnshop, the customer has the authority to file a
lawsuit to the local District Court and if there are criminal
elements such as fraud or embezzlement, the customer can
also report the act to the Police. Thus, customers have legal
protection and legal certainty to achieve justice.

Abstrak

Artikel imi bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji
mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi
gadai ole lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin
di Indonesia yang diharapkan memberikan wawasan bagi
masyarakat luas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang

120 | Privat Law Volume 14 Nomor 1 (Januari-Juni 2026) Perlindungan Hukum bagi Nasabah...



Article Information Abstract

digunakan yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan meng-
gunakan metode browsing melalui media internet yang
kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis menggunakan
teknik interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan
hukum yang diperoleh nasabah pengguna transaksi gadai
pada lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin
yakni berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh
lembaga gadai dengan nasabah itu sendiri. Meskipun tidak
mendapatkan perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan
selaku pengawas lembaga gadai, nasabah mendapatkan
perlindungan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di
Indonesia. Apabila nasabah dirugikan akibat wanprestasi
atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
lembaga gadai swasta tersebut maka nasabah memiliki
kewenangan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan
Negeri setempat dan apabila terdapat unsur-unsur pidana
seperti penipuan atau penggelapan maka nasabah juga dapat
untuk melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian.
Dengan demikian nasabah memiliki perlindungan hukum
dan kepastian hukum untuk mencapai keadilan

A. Pendahuluan

Kegiatan transaksi gadai telah menjadi bagian dari perekonomian masyarakat
sejak zaman kolonialisme. Dalam praktiknya transaksi gadai memudahkan
masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa kehilangan barang berharga
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Usaha pergadaian adalah
lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas
dasar hukum kredit (Soemitra, 2009: 393). Menanggapi perkembangan usaha
pergadaian dewasa ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai
kegiatan usaha pergadaian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/
POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Lembaga pegadaian itu sendiri terbagi
atas 2 jenis yakni lembaga gadai milik pemerintah dan lembaga gadai swasta.
Berlakunya POJK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi
OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah
satu Industri Jasa Keuangan Khusus (OJK T. P., 2019: 34). Pasal 2-12 POJK
mengatur mengenai persyaratan dan alur pendaftaran lembaga gadai swasta
secara runtut dan menyeluruh, namun sejak diterbitkan POJK tersebut hingga
saat ini masih terdapat perusahaan gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum
memperoleh izin dari OJK. Praktik pelaksanaan usaha gadai swasta ilegal banyak
ditemui di pinggir-pinggir ruas jalanan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
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Sumatera Utara. Sejumlah praktik usaha gadai swasta yang tidak terdaftar dan
belum memiliki izin antara lain Usaha Gadai Bless 1, Usaha Gadai Bless 2, Usaha
Gadai Delta 1, Usaha Gadai Delta 2, Usaha Gadai Mari (Melati Fitri, 2018: 75).
Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Audina Nabilla yang melakukan
penelitian praktik usaha gadai swasta di Sarwah Mandiri Candi Sidoarjo yang
hasilnya menyebutkan bahwa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha gadainya
sebab belum siap untuk mengelola keuangan secara formal dan rumit. Sehingga
pelaku usaha dalam menjalankan transaksi gadai belum berdasarkan POJK
Nomor 31/POJK.05/2016 (Audina Nabila, 2017 : 51). Seperti pada contoh kasus
diatas menggambarkan maraknya bisnis gadai di Indonesia tidak terlepas dari
minat masyarakat yang tinggi terhadap bisnis gadai. Banyaknya papan nama yang
terpasang di depan outlet atau di pinggir jalan yang menyatakan bahwa usaha
gadai menerima benda-benda bergerak seperti laptop, handphone, televisi, dan
barang elektronik lainnya membuat usaha gadai ini mudah dikenal masyarakat.
Masyarakat memilih lembaga gadai swasta bukan karena sebab beberapa faktor
yang menyebabkan masyarakat berminat menggunakan jasa gadai swasta yang
tidak terdaftar dan belum berizin pelaku usaha menawarkan kemudahan dalam
proses pencairan dana, tidak memakan waktu yang lama, serta biaya administrasi
yang murah.

Hal tersebut yang memunculkan permasalahan hukum yang perlu dibahas
sebab pelaksanaan transaksi gadai dalam lembaga gadai yang tidak terdaftar
dan belum memiliki izin sama halnya melakukan transaksi pada lembaga ilegal.
Praktik ilegal tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan kecurangan dan
sangat merugikan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas artikel ini
mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh lembaga
gadai swasta yang belum memiliki izin di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal
yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(the statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical &
conseptual Approach) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan metode
browsing yang artinya penulis melakukan pencarian informasi menggunakan
media internet seperti Google Chrome dan Mozila FireFox dengan sistem
searching sehingga penulis dapat mencari dokumen yang diperlukan seperti
jurnal, artikel, buku maupun literatur lain yang diperlukan. Sedangkan teknik
analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal,
historis, dan sistematis.
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Usaha gadai di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda yang hadir untuk
membantu masyarakat dalam memperoleh dana dan mencegah dari pinjaman
tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat. Munir Fuady merumuskan
gadai sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat assessoir yang diberikan oleh
pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas
pembayaran utang. (Munir Fuady, 2013: 152). Pemerintah mendirikan gadai
supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung program
pemerintah dibidang ekonomi. Perkembangan usaha gadai sangat pesat di
tengah kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi. Seiring perkembangan
usaha gadai regulasi juga turut berkembang. Minat masyarakat yang tinggi
dalam melakukan transaksi gadai membuat perusahaan gadai sangat mudah
ditemui. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait gadai kini perusahaan
gadai swasta telah menjamur di Indonesia di samping perusahaan pergadaian
milik pemerintah. Perkembangan jumlah usaha gadai swasta yang besar
tidak menutup kemungkinan terdapat usaha gadai yang belum terdaftar dan
memperoleh izin dari OJK. Sehingga hal ini menyulitkan pihak OJK untuk
melakukan pengawasan yang berkaitan bukan hanya dengan prinsip dan sistem
hukum yang dipergunakan tetapi juga kelembagaan dan layanan atau produk
yang ditawarkan dari usaha pergadaian tersebut (Handayani & Abubakar, 2017:
83). Akibatnya timbul ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan tidak ada
perlindungan hukum bagi konsumen padahal usaha gadai itu sendiri merupakan
salah satu industri jasa keuangan khusus yang sejatinya harus memberikan
perlindungan hukum bagi konsumennya.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara
bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan (Basah, 1995:3). Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan
POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai wujud
perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah pengguna
transaksi gadai pada lembaga gadai swasta. Berdasarkan Pasal 2 hingga Pasal
12 POJK Usaha Pergadaian sebelum mendapat pengawasan dan perlndungan
dari OJK maka usaha pergadaian wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh
izin dengan syarat perusahaan pergadaian tersebut berbentuk perseroan terbatas
atau koperasi dengan besaran modal berdasarkan lingkup wilayah usaha,
dimana besaran modal untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan besaran modal untuk
lingkup wilayah usaha provinsi sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) dan penjelasan lainnya. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan
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(OJK) terhitung pada 30 April 2021, terdapat 100 perusahan gadai swasta yang
berstatus terdaftar dan berizin yang terdiri dari 74 perusahaan terdaftar dan sudah
berizin sebanyak 26 lainnya terdaftar dan sedang proses untuk memperoleh izin
serta 17 lembaga gadai ilegal yang diumumkan OJK terhitung dari 30 Maret
2021 (OJK, 2021).

124 | Privat Law Volume 14 Nomor 1 (Januari-Juni 2026) Perlindungan Hukum bagi Nasabah...



125

SO UBIBIED JNINUIW UIZLId( YBPH uep Jeljepad) yepn suek ueiepesdtdd eqesn nyjepd aejjep

epede[ [N ISUIA0L] eyes() UIZ] yojosaduway 810¢ Toquardag £ [ [e33ue) 8107/1 AN/ES-dAM | BMedef Tepen yewny [d| SI
LI [H( ISUIA0I] eyes() urz] yojoraduwopy 8107 Joquardog 1 [e53ue) 8107/1 AN/TS-ddM | Suenjed eydi) 1epen Id| +1 .
eAeqeing €10y BUES() UIZ YO[0JOdWON smsngy 91 [e35ue) §107/1 N/6F-dAM |  TepeD Isnjog DAD 1d| €1 =
Suelosue], €10y eyes() UIz[ yajosadwo smsngy 91 [e35ue) §107/1 AN/0S-dd | [epeD Isnjos pjosopu] Id| 1 S
eIsauopuj m
elIeyel [ ISUIA0I] eyes() u1z] yojosoduwoy 810C 1IN 0 [e33ue) 8107/1 dN/St-daX 1epen) Yopuod Id| 11 g
1sexoq ej0y] eyes() urz] yojosaduwoy 810 tunf 9 [e33ue) 8107/1 AN/Op-dad |  1eAey eniN 1epeD 1d | 01 £
Sunpueq ej0y] BUES) UIZ] YO[0IOdUWIN 810¢ [1dVy 6 [e35ue) §107/1"dN/1C-dAM | 1elds repen jeqeyes 1d| 6 £
BSOIUAG -
eleNeAS0 X ejoy] eyes() urz] yojorodwopy 810¢ [1dy 6 [e35ue) 8107/1 dN/0T-dd> eue(] uerepesiod 1d| 8 S
=)
Jeleq BME[ ISUIAOI] eyes) ulz[ yojoroduway 810¢ Leniqo,f / [eS3uey 8107/S0°A/8-dAM Tepen) jereq emef [d| L =
InWI [, BME[ ISUIAOI] eyes() uIzZ] yojosaduwoy 810¢ Lenuer /] [e35ue) §107/SO'A/1-dAM | eIejuesnN 1epen IIS 1d| 9 =

(1xdoyy eIy
uerepesod Ld y/p) 1doy]

nery uenendayf 1SUIA0I] eyes) ulz[ yojosoduwoy L10T smsn3y [¢ [e33ue) £107/S0°A/LL-dAM | eroiyelos 1epen eniN I1d| §

elIBNE[ [ ISUIA0I] eyes() uiz] yojosodway L10T 101N 8 [e33U.) £10T/SO'A/E1-dHA | Seaiolid Iepen eueleS 1d| +
eISQUOpU] =
eyede[ [ ISuIA01g eyes) ulz[ yojosoduwojy L10T 1eniqa ¢ [e33uel L107/S0°A/b-dd welurd reped 1d| € S
elIBNE( [H( ISUIA0I] eyes() urz] yojorodwopy 910¢ Toquiasa( 91 [e33U.) 9107/S0°A/001-dT | BIEjUESON TepeD AgH Ld| ¢ m
110 10quaso( ¢ [e33ue] m\
(019s19]) UBOIASIO] UBRYESNIO] Ipelusw uerepedad =
wnod unyny uepeq ueyeqniod Suejudl [ [(Z unye], g
[euoIseN eyes) wz] yojorodwopy | ¢ JowoN eisauopu] Nqndoy yejuuowo ueinjerdd | (010104) uerepeduod 1d| 1 .ANH
RIVSVANAIN NVVHVSNddd o0 £
HVAVTIM dNSIONIT SNLVLS ONVA NMNH AVSVA VIAVN S
k
g
o

©)I9S JB)JJEPJd) NB)e /uep UIZLId( Ye[d) sukA [RUOISUIAUOY uelepes.tdd eyesn myyepd aejpyep ederdqaq jnmjLag




eAuIE3RqOS

=
- - - ure| ue(] 1EpeO WeEs| ¢¢ S
- - - Tepen) eNuaS | ¢ m
- - - yeLeAg 1epen) BOIA | ¢ =
- - - repen) emef MaN | (¢ =
- - - 1181597 oAor 1serxdoy | 67 2
- - - Tepen yeyoreq | 87 T
- - - 1epen) YoJeIpAA | LT S
- - - 1BpeD BSV | 97 B
- - - Tepen) Snopewy | ¢ S
eyes) uiz] sasordwopy e
- Suepog uep IeyepIo], 610 [1dy g1 [e33ue) 6107/dNd-LAL/ITT'N/T|  TepeD dnif qewny 1d| #C
eyes) uIz] sasoxdwa 810C LA CALAR |
- Suepog uep Jeyepo] | Ioquesa( [ [e33ue) 8107/dNd-LAL/TTT'AN/FE|  eloelog eruniey S| €7
'yeS) UIZ] SosOIdWIN 10T
- Suepog uep Jeyepio] |  Ioquesd( ¢[ [eS5ue) 8107/dNd-LAL/ 111 dN/EE LNN AN | 7T &
eyes() uiz] sasoidwopy 3102 S
- Suepag uep IeyepIo], 1oquoAON 6 [e33ue) 8107/dNd-LAL/TT"dN/IT enIelN | 7 E
ByeS) uIiZy momo.HQEoE {10¢ Aﬁm_usn:m aerngs .m
- 3Uepag Uep JEYEPIAL | JOQUIIAON 6T [E33UE) 8107/dNd-LEL/IT'EN/61 | AUUSH “IpS) 1epeD ofpad | 0T g
w&mmD uIzy m@moﬁbboz 10T WIx
- 3uepog Uep JeyepIo], 10quIdAON 6 [€33Ue) 8107/dNd-LaL/1 1 dN/81 PIV | 61 g
eyeS) WIZ] SOSOIdWIN 10T (1eINQEpIS BUOOH 2
- Suepag uep IeyepIo], 1oquIeAON 6 [e33ue) 107/dNd-LaL/I 1" dN/91 IpS) ewesiog nlejy | 81 =
eyes) uIZ] sosoxdwdpy R10C (S sooxeq [1dog senHq m
- 3uepag uep IeyepIof 10qUIdAON] 6T [e33ue) 8107/dNd-LAL/TT'AN/ST | “IPS) 1epen yedry yewan | /| m
(S 3
ByBS ) WIZ] SOSOIdWIN 8107 | uepodepued JUPUSH “IPS) m
- Suepoag uep IeyepIo], 10quIPAON 6 [e33ue) 107/dNd-LAL/I T dN/¥1 1epen) eAef s unSuejy | 91 -
RIVSVANAIN NVVHVSNddd N 2
HVAVTIM dNSIONIT SNLVLS ONVA NMMNH AVSVd VIAVN =




Seperti pada data di atas dapat menggambarkan bahwa meskipun peraturan
telah dibentuk sejak tahun 2016 namun hingga kini usaha gadai swasta yang tidak
terdaftar dan memiliki izin masih mudah ditemukan. Hal ini tidak terlepas dari
minat masyarakat yang tinggi dari adanya usaha gadai tersebut. Dengan tidak
adanya izin dari OJK maka tidak adanya perlindungan hukum yang optimal.

M Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum berdasarkan sumbernya
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum internal dan
eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu perlindungan yang dibentuk dan
dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian hal ini dapat
dilihat dari kalusula-klausula kontrak yang dibuat oleh para pihak sehingga
tercipta perlindungan hukum yang dirancang sendiri oleh para pihak. Sementara
perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat oleh
penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, artinya sebuah
regulasi yang dibentuk pemerintah ini adalah sebuah ketentuan wajib yang harus
ditaati oleh para pihak untuk menjamin kontrak yang relevan sesuai dengan nilai
keadilan (Moch Isnaeni, 2017:179-180). Berdasarkan pendapat Moch Isnaeni
maka perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan transaksi gadai pada
lembaga gadai swasta dapat dikaji dari 2 (dua) sisi berdasarkan sumbernya yakni
dari sisi internal dan eksternal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Moh
Isnaeni. Pada sisi internal diperoleh dari perjanjian yang dibuat antara nasabah
dengan pelaku usaha gadai swasta tersebut yang mana di dalamnya memuat
klausula-klausula yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak
yang menyetujui isi perjanjian tersebut. Sementara pada sisi eksternal diperoleh
dari peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk
melindungi kepentingan pihak yang lemah, dalam hal ini dengan diterbitkan
POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Meskipun demikian
nasabah yang melakukan transaksi gadai pada lembaga gadai swasta yang tidak
terdaftar dan berizin tidak menghalangi keabsahan perjanjian yang dibuat antara
nasabah dengan pelaku usaha. Perjanjian inilah yang menjadi sumber perlindungan
hukum bagi nasabah tersebut. Sehingga ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum maka nasabah memiliki kewenangan untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Nasabah juga dapat melaporkan ke
pihak Kepolisian apabila dalam perbuatan tersebut mengandung unsur pidana
yang merugikan nasabah.

Bentuk usaha gadai itu sendiri sebenarnya dapat berbentuk koperasi,
perseroan terbatas, cv, bahkan firma namun ketentuan dalam POJK tentang Usaha
Pergadaian mewajibkan usaha gadai yang hendak memperoleh izin usaha harus
berbadan hukum yakni berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Meskipun
demikian tidak menjadi permasalahan ketika suatu bentuk usaha gadai tidak
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tunduk pada POJK tentang usaha pergadaian selama tidak merugikan nasabah
dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya
tidak ada perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas
lembaga keuangan sehingga ketika terdapat kerugian terhadap nasabah maka
tidak dapat melakukan pelaporan kepada OJK. Apabila bentuk usaha lembaga
gadai berbentuk perseroan terbatas atau koperasi maka yang bertanggungjawab
penuh yakni direksi atau pengurus secara perseorangan namun jika kedudukan
Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang disahkan oleh Kementrian
Hukum dan HAM menjadikan PT sebagai subjek hukum yang memiliki hak
dan kewajiban sehingga bertanggungjawab penuh atas aktivitas yang dilakukan
dalam menjalankan bisnisnya. Begitu pula pada koperasi yang telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menjadikan koperasi berbentuk badan
hukum maka dapat dikenai pertanggungjawaban secara penuh sebab merupakan
subjek hukum. Kemudian apabila bentuk usaha berbentuk firma atau CV maka
yang menanggung tanggungjawab ketika terdapat kerugian yang diderita
nasabah yakni pengurus itu sendiri secara perseorangan. Artinya pengurus dapat
mempertaruhkan segala harta benda yang dimilikinya sebagai bentuk tanggung-
jawab kepada nasabah. Sehingga meskipun perjanjian dilaksanakan pada lembaga
yang tidak memiliki izin operasional dianggap sah selama para pihak saling
menyepakati satu sama lain.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap nasabah pada lembaga gadai swasta yang
memiliki izin di Indonesia mendapatkan perlindungan yang maksimal yang
diperoleh dari sisi internal dan eksternal. Pada sisi internal perlindungan
didapatkan nasabah dari perjanjian yang telah disepakati para pihak, kemudian
pada sisi eksternal diperoleh dari adanya POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang
Usaha Pergadaian sebagaimana dikemukakan oleh Moch Isnaeni. Sementara itu
perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi pada lembaga
gadai swasta yang belum memiliki izin diperoleh hanya dari sisi internal saja

yang mana hanya berdasarkan isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

E. Saran

Nasabah diharapkan teliti untuk memilih lembaga gadai swasta yang hendak
digunakan transaksi gadai salah satunya yakni melakukan pengecekan perusahaan
memiliki izin dari OJK sebab apabila telah mendapat izin operasional dari OJK
maka nasabah dapat mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Otoritas
Jasa Keuangan diharapkan memberikan pengawasan baik kepada perusahaan
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gadai swasta yang berdaftar dan berizin maupun bagi perusahaan gadai swasta
yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin. Serta diharapkan dapat melakukan
upaya persuasif terhadap lembaga usaha gadai swasta yang belum memiliki izin

untuk mendorong supaya dapat mendaftarkan usahanya.
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